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Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 diikuti oleh 4 (empat)
pasangan calon gubenur dan wakil gubenur. Dari empat pasang calon gubernur tersebut,
terdapat fenomena menarik yang sangat jarang terjadi dalam Pemilukada Kalbar, yaitu pada
pasangan nomor urut 1 yaitu Cornelis dan Cristiandi Sanjaya. Dikatakan menarik karena calon
tersebut maju dengan diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatauan
Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Koalisi ini dapat dikatakan sebagai
koalisi penuh warna, karena partai politik . berkoalisi dengan partai nasionalis, bahkan

tingkat lokal menjalin koalisi. ® ; oalisi dengan partai lain, yang
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TINJAUAN PUSTAKA

Proses terjadinya koalisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah tidak lepas dari
peran para elit politik. Sejalan dengan itu untuk memperkuat analisis penelitian ini penulis juga
akan menyampaikan beberapa tinjauan mengenai elit politik. Menurut Aristoteles (dalam
Chilcote 2003:476). Elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir
semua tanggungjawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles
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merupakan penegasan lebih lanjut dari penyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis
klasik bahwa di dalam setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar.
Dalam hubungannya dengan kekuasaan politik, Apter (1985:220) memberi gambaran
tentang kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik disuatu masyarakat, yaitu kondisi
politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya
politik para elit berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat
pembangunan karena masa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para elit politik.
Relevansi dengan penelitian ini adalah proggs |ISI yang terbangun antara PDIP dan PD d|

b politik adalah :“sekelompok
manusia yang terorganjg .. s t dan mempertahankan

penguasaan terhadap j
partai politik membgfkz {B
; U

n s | maupun materiil”
N beings, stably orga i t BLCSR e of securing or
control of a goyernment, with t e ivi

organisasi

formal, i BFS berorientasi
masalah atau i bersama para
lebih dengan

erupakan suatu
Bistem multipartai.

anggota. Dalamg ua part
tujuan untuk m ra a S me Koall
keniscayaan yang t a_dihindari dalam proses bangsa yan mepgend
(Lijphart, 1995:221).

Dalam sistem pemerintane 3 adalah suatu keniscayaan untuk
membentuk pemerintahan yang kuat Hakekat koaI|5| sendiri adalah untuk membentuk
pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable). Namun
sering kali koalisi yang dibangun membingungkan. Kompleksnya kekuatan politik, aktor dan
ideologi menjadi faktor yang menyulitkan. Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan
bila dibangun diatas landasan pemikiran yang realitis dan layak (Bambang, 2000:22).

Riker (dalam Gaffar, 1999:123) memaknai koalisi politik sebagai berikut “.....three-or-
more person games, the main activity of the players is to select not only strategies, but partners.
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Partners once they become such, then select a strategy”. Pada saat para rekanan (partner) ini
bergabung, dan bekerjasama hanya dengan sejumlah aktor lain, dan menghadapi aktor-aktor lain
diuar mereka, setiap koalisi pada dasarnya mencari pengaruh diantara aktor-aktor tanpa adanya
mediasai yang berbentuk material oleh karenya bersifat politis.

Berdasarkan pandangan di atas, sebuah koalisi harus menyusun strategi yang sesuai
dengan aktivitas para aktor dan partner koalisi. Disini suatu platform bersama menjadi pijakan
suatu koalisi dalam menghadapi aktor-aktor yang menjadi lawan mereka. Jadi koalisi
memerlukan adanya rekan (partner), Iawa agversaries) dan strategi. Koalisi politik tidak

g glainkan tujuan yang bersifat politis.
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yang dlusung oleh koalisi ter C . elitian ini menggunakan informan
yang terdiri dari Pengurus DPD PDIP dan Pengurus DPD PD Provinsi Kalimantan Barat, serta
Kosituen PDIP dan PD. Proses pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pada tahap analisis
data penulis menggunakan tehnik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.
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HASIL PENELITIAN
1. Analisis Proses Koalisi PDIP dan PD Pada Pemilihan Gubernur Kalimamtan Barat
Tahun 2012
Hasil penelitian berkenaan dengan proses terbentuknya koalisi antara PDIP dan PD pada
pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2010 akan diuraikan pada penjelasan berikut :
a. Proses Koalisi
Cornelis dan Chirstaindy sebagai pasangan incumbet yang kembali maju sebagai
calon gubernur Kalimantan Barat meriamean hasil dari fungsi rekrutmen parpol yang

I pemilihan Gubenur Kalimantan Bgr h 2 DPD PDIP
arat kembali mengusung Cornelis sebagai 3 j
ebagai Gubernur mantan Barat. Terk i

ells unt i i calon gubenu period
wancara deyly g
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dipungkiri bahwa di dala

i ibusi dee pemban nan  réedrantan arat 5q 3 ilai berhasil
untuk meRgge asi suara PDIP d| Kalim % pelaksanaan
pemilihan UNIM beberapa gn@s PDIP Kalbar

jadi alg solit dalt ja i . flapat menggangu

tentang pelaksanaan PEM T T e U CIOTEIRD T S arpo dan gabungan parpol itu adalah
satu paket, artinya setiap partai pengusung harus mencalonkan satu paket pasangan yaitu
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubenur dan wakil gubernur). Sejalan dengan
itu, maka PDIP dalam mengusung Cornelis sebagai Calon Gubernur harus mencari
pendamping sebagai calon wakil gubernur untuk diduetkan dalam pemilihan gubernur
Kalbar tahun 2012.

Setelah menetapkan Cornelis sebagai calon gubenur, DPD PDIP perjuangan
selanjutnya harus mencari pendamping Cornelis untuk maju pada pemilihan gubenur
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Kalimantan Barat. Berkenaan dengan calon wakil yang akan diusung oleh PDIP, hasil
wawancara penulis dengan M. Kebing, L Setretaris DPD PDIP Perjuangan memberikan
keterangan sebagai berikut : “penentuan sosok yang akan mendampingi Pak Cornelis untuk
kembali maju sebagai calon gubernur, bisa berasal dari dalam maupun luar partai. Dalam
menentukan calon wakil gubernur, PDIP juga memiliki mekanisme penjaringan, dimana
calon pendamping tersebut mendapatkan dukungan dari DPC dan DPD serta disetujui oleh
DPP. Dengan ketentuan bahwa sosok yang akan mendapingi pak Cornelis harus memiliki
elektabilitas tinggi, yang setidaknya dapaidmgmbantu mendongkrak perolehan suara”.
Keterangan tersebut, mey , ‘ PDIP dalam menentukan calon
pendamping Cornelis cenderiual : ahwa tidak menutup kemumgkinan
untuk merekut orang-orga@Pta aMnlctagan profesional maupun kader

n
ssa yang banyak Jik

g dijadikan sebagai wakil guber S Gk V(s
, tokoh agama, politisy imya

DPD PDIP Kalimanta
dilaksanakan oleh PD.

Q

%m rangka menghadg
ekrutmen calon gubernur dan

nelakukan pendekatan, sebagai

3ng didukung PD, dengan membd
lisi tidak terlepas dari proses
ana sesuai dengan mekanisme [a
$s penjaringan dengan dibentuK
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r, Cornélis! Ot, bekas Bupati
mbul Husin, Bupa gras Bupati Sambas
A (UPB) Suhardi
Dharmawan, Wakll Gube 0 01 Sanjaya dan bekas Kepala Staf
Kodam (Kasdam) XII Tanjungpura Armyn Angkasa Alianyang. Banyaknya calon kandidat
yang mendaftarkan diri sebagai calon gubernur di PD tidak terlepas dari posisi PD yang
memiliki kekuatan politik baik di legisatif daerah maupun di masyarakat.

Sejumlah nama calon gubernur (cagub) yang mendaftar di Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) PD Kalimantan Barat (Kalbar), harus menunggu keputusan Majelis Tinggi partai.
Pasalnya, keputusan akhir ada di Majelis Tinggi partai yang secara otomatis diketuai oleh
Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini
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sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris DPD PD Provinsi Kalimantan Barat bahwa :
“kalau penentuan cagub dari Partai Demokrat di semua daerah di Indonesia sama, termasuk
Kalbar, tergantung Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dalam hal ini diketuai oleh Pak
SBY”.

Pada akhirnya, pada Pilgub Kalbar 2012 dengan menempatkan kader PD sebagai
wakil dan bukan sebagai calon gubernur, sejalan dengan itu dalam wawancara yang
dilakukan dengan Ketua DPD PD Suryadman Gidot, mengatakan bahwa tidak ada alasan
atau kepentlngan lain PD memutuskan 3 berkoaI|S| dengan PDIP pada pllgub Kalbar

k menghadapi
, PD tetap menempa

akilnya,
an tersebut.

ggan partai lain berhasil memgt
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tetapi karena Chr P ppEierRaUC [ arus terlebih dahulu
menjalin koalisi dengan P Loene a mendaftarkan diri di PD sebagai
calon Gubenur, kendati dari persyaratan PDIP blsa mencalonkan Cornelis tanpa berkoalisi.

Proses rekrutmen calon gubenur yang dilakukan oleh PD, akhirnya memutuskan
untuk mendukung Cornelis sebagai calon gubenur dan Christiandi sebagai wakil gubernur.
Penetapan terhadap calon gubenur dan wakil gubenur tersebut di dasarkan atas Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 135/SK/DPP.PD/V1/2012
tentang Dukungan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan
Barat periode 2012-2017.
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Berdasarkan SK tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan PD akhirnya
memutuskan Cornelis sebagai Calon gubenur yang berasal dari PDIP dan Christiandi
sebagai wakil gubernur dikarenakan di tubuh PD tidak terdapat kader internal yang
mendaftar sebagai kandidat calon gubernur memiliki nilai jual dan populer di masyarakat
untuk dapat memangkan pemilihan gubernur Kalimantan Barat. Artinya bahwa dengan
alasan pertimbangan hasil survey dan popularitas, serta dukungan dari elit ditingkat
kabupaten dan kecamatan, PD memutuskan untuk berkoalisi dengan PDIP mendukung
Cornelis sebagai calon gubernur dan kadegmea Christiandi sebagai wakil gubenur.

sebagai bagian dggPtins Ionn Y
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ndi
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Epak erpasangan dalam

Cornelis dan : sebagai pasangan lncumbet untu

. : |rak|s antara SBY
dan Cornelis. SBY sebaga artal juga merupakan Presiden RI,
sementara Cornelis masih menjabat sebagai Gubernur. Hubungan antara atasan dan
bawahan ini tentu saja merupakan alasan lain yang memungkinkan terjadinya koalisi.
Apalagi selama kepemimpinan Cornelis dimata pemerintah pusat cukup berhasil,
pemerintah pusat dalam hal ini presiden tentu ingin agar tiap-tiap daerah dapat
mengamankan jalannya pembangunan, karena keberhasilan pembangunan di daerah juga
merupakan cermin keberhasilan pembangunan secara nasional.
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Terjadinya proses koalisi tidak terlepas dari adanya hubungan “take and give”. Dalam
arti kata bahwa ada hubungan saling memberi dan menerima atau sering disebut dengan
istilah simbiosis mutualisme di kedua partai. Tidak dapat disangkal bahwa proses
pembentukan koalisi berisikan serangkaian negosiasi alot yang terjadi di antara petinggi-
petinggi partai. Salah satu persoalan yang dibicarakan adalah power sharing di antara
partai-partai peserta koalisi. Ini berarti para tokoh partai membicarakan apa yang mereka
berikan kepada koalisi dan apa yang akan mereka terima. Ada juga yang mengatakan itu
sebagai bargaining (tawar-menawar) yaamedidasarkan pada bargaining position (posisi
tawar-menawar) setiap partai. Te Rartai j i

menghidupkan
A Cornelis dan

knya koalisi melalui
alah inti_dari demokr

Brupakan  momentum  dari
perebutkan kekuasaan yang si
untuk memperebutkan kekuas3e
perebutkan jabatan kepala daera

3 Iamnya
b. Bentuk darggMat Kelemm

Sebagai MOk dari reformasi, pera |han kekuasa 5
kompetisi terbukNnigs ng undangan. Salah
satunya Undang-Undang NO ana I1si dari Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tersebut mengatur tentang pemlllhan kepala daerah yang dipilih secara
langsung oleh rakyat. Hal ini membuat banyaknya elit yang bertarung untuk mendapatkan
jabatan sebagai kepala daerah. Jabatan kepala daerah adalah sebuah jabatan publik yang
menggiurkan, karena Jabatan kepala daerah dapat diartikan sebagai kekuasaan dan
kekuasaan tersebut merupakan suatu hal yang langka, maka dari itu tak mengherankan jika
banyak elit lokal pun bersaing memburu kekuasaan yang sifatnya langka ini untuk bisa
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menjadi dominan diantara elit politik yang ada, walaupun harga kekuasaan itu sangatlah
mahal dan beresiko.

Sehubungan dengan koalisi yang terbangun antara PDIP dan PD pada pemilihan
gubernur Kalimantan Barat, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris
DPD PDIP Provinsi Kalimantan Barat memberikan keterangan sebagai berikut : “hubungan
yang terbangun antara PDIP dan PD pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012
dapat dikatakan bukan sebuah koalisi, karena koalisi itu sifatnya permanent. Tetapi lebih
kepada kerjasama dalam rangka mendulgmag pasangan calon yang diusung oleh kedua

A n|I
; i aat ini dlmalnkan

ata dapat diartikan sebagal berga

Al power sharin
, sehingga ko
istem parlemente
yang dipakai

pengaruhl kinerja eksekutif
all fungsi budgeting (APBD). Lg

PD serta beberapa partai penduku
ang kuat, bisa saja akan berimb

a dapat dikatakan

gur Kalimantan Barat

tahun 2012 merupakan : . ; 0 sarkan pada pragmatisme politik
yaitu policy blind coalition, yaltu koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan
kebijakan, tetapi untuk memaksimalkan kekuasaan (office seeking), hal ini dikarenakan
pasangan incumbent yang ingin mempertahakan posisinya berusaha semaksimal mungkin
merangkul kekuatan politik partai lain agar mempermudah dalam mencari dukungan dari
masyarakat. Karena bagimanapun popularitas figur calon gubernur dan wakil gubernur yang
diusung harus didukung oleh kekuatan mesin partai. Keberhasilan mengantarkan kadernya
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sebagai gubernur dan wakil gubernur merupakan tujuan yang ingin dicapai, serta berbagai
kepentingan lainnya baik dari segi organisasi partai maupun elit partai.

2. Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Koalisi PDIP Dan PD Pada Pemilihan
Gubernur Kalimamtan Barat Tahun 2012

Adapun temuan penelitian terkait dengan faktor yang mempengaruhi terbentuknya

koalisi PDIP Dan PD pada pemilihan Gubernur Kalimamtan Barat Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Faktor Figur Cornelis

Terjalinnya koalisi antara i

pelaksanaan pemilihan gubey gk

epja i afM@antan Barat. Sementara
{ i QM. kepemimpinannya
ar mat, Bupatl bahkan

ang dalam bidang politik dan bi
grormati di kalangan d;k
ornelis dinilai memiliki keberanian dan kema

f kuat. Tidak ha q
beberapa toko yark
2 di semua kalanga

erta beberapa parpol lainnya dalam

engusting kadernya Christiand
ubernur Kalbar tahun 2012. K8

oleh PD memang sulit dibenf
a F yang mampu menandingi pop
8f PD saat ini popularitasnya mag

akinkan ketuagumumnya sendlrl yaltu M ! Putri untuk
e bagi dlrlm lihan gubernur
Sebag t UI .f flik elit antara
apa Ketua Umum Megawati Soekarn i Pan Ketua Dewan
" cmw_mmmﬂ gan antara PDIP dan
PD. Konflik elit ini pun (eryeee an kemampuan lobi yang dilakukan
oleh Cornelis, kemampuan Iob| ini juga dltopang oleh hubungan yang baik antara Cornelis
dengan kedua petinggi partai tersebut.

petinggi PDIP
Pembina PD Sus

b. Faktor Keberhasilan Pembangunan

Keberhasilan pasangan incumbent Cornelis dan Cristiandy dalam melaksanakan
pembangunan di Kalimantan Barat merupakan modal penting bagi pasangan ini dalam
mengikuti pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. Tidak
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mengherankan dimata masyarakat/voters pasangan ini memiliki nilai jual tersendiri untuk
dipilih kembali sebagai kepala daerah Kalimantan Barat. Hal ini juga yang mendorong PD
untuk mendukung pasangan incumbent untuk tetap memimpin guna melanjutkan
pembangunan di Kalimantan Barat.

Perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai selama kurun waktu lima tahun
terakhir, terlihat dari indikator makro pembangunan, baik pembangunan sosial maupun
pembangunan ekonomi, yang senantiasa meningkat. Berdasarkan data yang diakses dari
website Pemprov. Kalbar.Htim tanggal 8-2013. Pada tahun 2008 capaian IPM Kalbar

i hada fl telah mencapai 69,66 poin, tahun 2012
diperkirakan mencapai 70,2200 L@ . Sama 4 tahun terakhir telah terjadi

Upaya menlng 2 sejahteraan as arakat A ihat dari turunnya angka

kemiskinan tahu ; hgOahun 2011 telah turun
yek 06. Demikian juga
ada tahun 2008 terc pada tahun 2011

menjadi 2,31 &
terjadi peyg ¥, 388 % hal inijtelah menunju a R empat tahun
i ' @nurunan angka kemiskinan sebesar 1,53 %
A ator makro pembanglilan ekonomi, menunju

rjadi krisis ekonpomi duMj

eningkat menjadi Rp 639.220.
Keberhasilan pembangunan

Illi =Ta b 9 ;
ini menunjukkan bahwa ko :

; AK pada pemilihan

, atform partal i salah satu faktor

Ketua DPD PD Prov1ns1 o WA Ppartal Demokrat dan PDIP sebagai

Partai yang memiliki garis |deolog| naS|0naI|s dan rellglus dengan sifat partai terbuka dan

inklusif, dalam melaksanakan cita-cita partai ditunjukkan dalam semangat dan rasa

kebangsaan dengan nilai moralitas dan spiritual keagamaan, kedua-dua partai dengan

kekuatan politik mendukung Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kebijakan yang pro

rakyat termasuk dalam menentukan regulasi pengawasan bersumber dalam pandangan dari
aspirasi masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi”.
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Apa yang dilakukan oleh dari PD dalam membangun koalisi dengan PDIP pada
pelaksanaan pemilihan gubernur Kalimantan Barat menunjukkan bahwa mereka memegang
teguh platform partai. Lebih lanjut dari hasil wawancara penulis Ketua DPD PD Provinsi
Kalimantan Barat Suryadman Gidot mengemukakan bahwa : ”’sebagai partai yang memiliki
doktrin nasionalis religius Partai Demokrat sangat konsisten menjaga nilai-nilai kebangsaan
dan pluralisme, oleh karena itu koalisi yang terbangun dengan PDIP bukan semata-mata
untuk kepentingan pragmatis, tetapi lebih kepada mendukung pembangunan masyarakat di
Kalimantan Barat sesuai dengan tujuan_gisiigikannya PD, jika dilihat ada kesamaan dalam
hal ideologi dan garis perjuangag PD dan PDIP sama-sama partai yang

Kalangan; memi

p,s:emg@
kepentingan mas
enjelasan d| atas

partai sebagai
partal den oF

Berdasarkan keterangan dar
enunjukkan bahwa adanya kesd

in koalisi dalam menempatkan
bfrnur Kalimantan Barat.

PD merupakan cerminan pragmatis
hwa parpol di daerah lebih me

untuk tidak ber : UL Jseaids

Pragmatisneggg ..," o S————A = 0TS PEmerintah, ditambah
dengan kekuatan poI|t| 0 antan Barat, PD seharusnya mampu
mendorong kadernya sebagai gubernur dan bukan wakil gubernur. Akan tetapi karena
orientasinya “yang penting menang”’, maka kader partai menjadi terabaikan. Seperti
terungkap dari hasil wawancara penulis dengan Ketua DPD PD Kalimantan Barat
Suryadman Gidot dengan mengatakan bahwa : “Dilihat dari peta kemenangan hasil pemilu
tahun 2009 PD memang selayaknya maju tanpa koalisi, namun karena pertimbangan figur
di PD belum siap. Dari pada maju kalah, karena ada figur yang cukup baik
(incumbent/petahana) dan melalui segudang pengalaman politik dan tidak dipungkiri
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memiliki modal dan figur yang mudah dijual, maka PD melakukan koalisi yang sifatnya
tidak permanen, hanya bersifat sementara. Khusus pemilihan gubernur dan wakil gubernur
tahun 2012. Dalam koalisi yang dibangun tidak ada yang berkontribusi besar antara PD dan
PDIP, yang ada adalah kedua partai tersebut memiliki komitmen untuk membangun Kalbar
yang lebih baik kedepannya”.

Pragmatisme politik yang ditunjukkan oleh PD, menunjukkan bahwa fungsi parpol
sebagai sarana rekrutmen politik cenderung terabaikan. Apalagi dalam kaitannya melakukan
kaderisasi bagi calon pemimpin. Jika diliaadari aspek kemanfaatan maka dapat dikatakan

Pemerlntahan

al dala i Q iwarnai pragmatisme
'A SIS @hosia. Praktik koalisi

h S|stem multipartai

‘, beraturan kh én
%2 tahun 2004 tiga

ling bertolak belakang. Apabila
Q1yelenggaraan negara. Hal ini
at (nasional), sebagai sub siste

m antara , ,' P dan PD pada
u 2 5|I dar' unikasi politik

3 ukan oleh kedua eli parpol tersebut_didiaekalfdacrah dan pusat.
Dalam hal ini CornelSuygac [TTCTt S elemetalaiui .wx.mﬂ"""'"-{' merupakan figure
sentral terbentuknya koalisi, 0€ erigan petinggi PD di DPD maupun

di pusat. Koalisi yang terbangun antara PDIP dengan PD pada pemilihan gubernur Kalimantan
Barat tahun 2012, merupakan koalisi yang bersifat pragmatis. Hal ini dikarenakan koalisi tidak
dibangun dengan pondasi yang kokoh (permanent) dan bersifat jangka pendek hanya untuk
mendukung pemenangan pencalonan kembali pasangan incumbent yang merupakan kader PDIP
dan PD. Terjalinnya koalisi tersebut tidak terlepas dari merupakan figure sentral Cornelis yang
melakukan lobi-lobi dengan petinggi PD di DPD maupun di pusat termasuk dengan Majelis
Tinggi Partai PD. Terbentuknya koalisi antara PDIP dan PD pada pemilihan gubernur
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Kalimantan Barat tahun 2012 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu (1) Figur Cornelis, (2)
Keberhasilan pembangunan; (3) Kesamaan garis perjuangan partai; (4) Pragmatisme politik
partai; (5) Kelonggaran system pemerintahan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi yaitu
pertama, koalisi yang terjalin dalam pelaksanaan pemilukada harus dilaksanakan dalam kontrak
koalisi yang permanent, dalam arti bahwa koalisi tidak tidak hanya bersifat pragmatisme. Etika
politik harus dikedapankan dalam pembentukan koalisi tersebut, setiap parpol harus
mengutamakan kepentingan organisasi dibgasieokan kepentingan elit. Adanya koalisi yang

mempersiapkan kader tegd ¢ en an meng

sehingga parpol memj R Jkada tanpa berkoalisi

dengan partai lain. j r{ ReMg dalam melakukan
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